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ABSTRAK

Malpraktik medis merupakan kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter
atau tenaga kesehatan, baik dilakukan secara sengaja (dolus) maupun karena
kelalaian (culpa). Dalam konteks hukum pidana, malpraktik medis karena kelalaian
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
khususnya Pasal 440 ayat (1) dan (2), serta dalam Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap kasus
malpraktik medis menjadi faktor penting sebab banyak masyarakat belum
memahami bagaimana sistematika proses hukum dan kesesuaian penegakan hukum
terhadap malpraktik medis. Penegakan hukum terhadap malpraktik medis
merupakan kewenangan dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ikatan
Dokter Indonesia Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penanganan perkara
malpraktik medis di Kepolisian merupakan perkara kompleks dalam penegakan
hukum, sehingga suatu perkara malpraktik medis dapat dikatakan kelalaian perlu
pendapat dari ahli medis dan perlu adanya pembuktian bahwa suatu perkara tersebut
merupakan malpraktik medis yang diakibatkan dari adanya kelalaian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
yuridis-empiris, menggunakan metode deskriptif-analitik. Data primer diperoleh
melalui wawancara dan observasi terhadap narasumber di lapangan, sementara data
sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistematika penegakan hukum pidana
atas malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menilai kesesuaian
implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2024.

Hasil Penelitian menunjukkan Dokter atau Tenaga Medis dapat dikenai
pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian berat (gross
negligence), yang merupakan unsur utama dalam penetapan malpraktik medis.
Sistematika penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis selaras dengan
normatif, secara das sein belum memberikan solusi terbaik bagi pasien yang
kepentingannya dirugikan mengacu pada proses penyelesaian hukum, serta
memiliki hambatan tingkat kompleksitas dan kesulitan yang tinggi dalam
pembuktian pidana. Hal ini tercermin dari keterlibatan Direktorat Reserse Kriminal
Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, mengingat
malpraktik medis diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Tertentu (Tipiter).
Penanganan kasus oleh Kepolisian mensyaratkan adanya Surat Rekomendasi hasil
sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang
merupakan kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia (ID1).

Kata Kunci: Malpraktik Medis, Kelalaian, Hukum Kesehatan.



ABSTRACT

Medical malpractice refers to professional misconduct committed by physicians or
healthcare providers, whether intentionally (dolus) or due to negligence (culpa). In
the context of criminal law, medical malpractice committed through negligence is
regulated under Law Number 17 of 2023 on Health, particularly Article 440
paragraphs (1) and (2), as well as Articles 359 and 360 paragraphs (1) and (2) of
the Indonesian Criminal Code. The enforcement of law in medical malpractice
cases is crucial, as many members of the public have yet to understand the legal
procedures and the systematic process of law enforcement in medical malpractice
cases. Law enforcement in medical malpractice cases falls under the authority of
the Yogyakarta Regional Police and the Regional Chapter of the Indonesian
Medical Association in the Special Region of Yogyakarta. The handling of medical
malpractice cases by the police constitutes a complex process in law enforcement,
as determining whether a case constitutes negligence requires expert medical
opinion and sufficient evidence to prove that the malpractice resulted from
negligence.

This research is an empirical legal study employing a juridical-empirical
approach and using a descriptive-analytical method. Primary data were obtained
through interviews and field observations with relevant informants, while
secondary data were collected from legislation, the Indonesian Criminal Code,
journals, and scientific articles. The data were analyzed qualitatively. This study
aims to examine the systematic process of criminal law enforcement in cases of
medical malpractice in the Special Region of Yogyakarta, as well as to assess the
conformity of its implementation with the applicable laws and regulations in 2024.

The findings of this study indicate that physicians or medical personnel may
be held criminally liable if proven to have committed gross negligence, which
constitutes the principal element in determining medical malpractice. Although the
system of law enforcement in medical malpractice cases aligns with the applicable
normative framework, in practice it has not yet provided adequate legal remedies
for patients whose rights have been violated, due to the prolonged legal settlement
process and the high level of complexity and difficulty in criminal proof. This is
reflected in the involvement of the Special Crime Investigation Directorate
(Ditreskrimsus) of the Yogyakarta Regional Police, considering that medical
malpractice is classified as a Specific Crime (Tipiter). Case handling by the police
requires a Recommendation Letter issued by the Indonesian Medical Disciplinary
Honor Council (MKDKI), which falls under the authority of the Indonesian Medical
Association (IDI).

Key Word: Medical Malpractice, Negligence, Health Law.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap orang, aktivitas
manusia ditentukan oleh kualitas kesehatan yang baik. Tubuh yang sehat
menghasilkan kemampuan yang berkualitas dalam menjalani kehidupan.
Karakteristik negara maju memiliki tingkat kesehatan penduduk yang tinggi,
serta pelayanan kesehatan yang profesional. Pembangunan aspek kesehatan
menjadi hal yang utama di setiap negara, bahkan negara menjamin

mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan.

Negara Indonesia memberikan jaminan kesehatan sebagaimana dalam
Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "bahwa setiap orang berhak
hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
negara wajib untuk menyediakannya".* Instrumen pasal tersebut menjadi dasar
utama sebagai kewajiban negara dalam memberikan jaminan kesehatan kepada

warga negara atau masyarakat.

Implementasi dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak hanya
sekedar memberikan jasa kepada masyarakat, melainkan etika dan
profesionalitas dalam penanganan dan pengobatan. Pelindungan hukum juga

diperlukan dalam aspek kesehatan, sehingga terdapat hukum kesehatan yang

! Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.



mengatur baik etika profesi, pelayanan kesehatan, serta hak dan kewajiban bagi

pasien maupun tenaga medis.

Hukum kesehatan memberikan perlindungan hukum kepada setiap
insan agar mendapatkan pelayanan dan hak kesehatan yang sama sebagaimana
Pasal 2 Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dinyatakan
bahwa pembangunan dan peningkatan kesehatan harus memperhatikan
berbagai asas, seperti: Etika dan profesionalitas. Pelindungan dan keselamatan.

Penghormatan terhadap hak dan kewajiban. Keadilan.?

Terdapat 3 (tiga) aspek dalam Hukum Kesehatan, yaitu: Aspek pidana,
aspek perdata, dan aspek administrasi. Ketiga aspek tersebut memberikan
pelindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat dari tindakan
malpraktik medis. Fungsi hukum kesehatan mengatur mengenai profesionalitas
tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar
tidak terjadi penyalahgunaan dalam praktik kesehatan. Definisi malpraktik
secara etimologi berasal dari kata “mal” yang memiliki makna salah dan
“praktik” adalah pelaksanaan, artinya tindakan yang salah dalam menjalankan

tugas profesi atau kesalahan profesional.®

Malpraktik medis merupakan penerapan ilmu dan teknologi medik yang
buruk yang tidak sesuai dengan penerapan profesionalnya. Malpraktik dalam

aspek pidana dapat berupa sebagai berikut: Tenaga medis melakukan tindakan

2 Herniawati dkk, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. (Bandung: Widhana Bakti Persada.
2020), him. 42.

3 1bid, him.126.



aborsi tanpa melihat ketentuan atau indikasi medis; membocorkan rahasia
medis; melakukan euthanasia; melakukan fraud dalam memberikan pelayanan
jaminan kesehatan. Malpraktik medis tidak hanya dalam aspek pidana,
melainkan perdata dan administrasi, karakteristik malpraktik memasuki ranah

pidana apabila memenuhi unsur—unsur, yaitu:

1) Kelalaian atau kesalahan profesional: Jika tenaga medis tidak bertindak
sesuai dengan standar profesinya.

2) Keterkaitan Kausalitas: Terdapat hubungan sebab-akibat antara
tindakan yang tidak sesuai dengan kerugian yang dialami oleh pasien.

3) Akibat yang merugikan pasien: Jika perbuatan tenaga medis dapat

menyebabkan cedera fisik, cacat, atau kematian.

Tindak pidana malpraktik medis terbagi menjadi dua jenis, jika
dilakukan oleh tenaga medis merupakan terdapat unsur disengaja atau (alpa)
maka ketentuan hukumnya lebih berat dibanding dengan perkara yang
dilakukan tidak secara sengaja atau masuk kedalam unsur kelalaian (culpa).
Ketentuan pidana mengatur tindak pidana malpraktik dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Pasal 359 yang berbunyi: “Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1
tahun.”.* Kemudian pada pasal 360 ayat (2) berbunyi: “Barangsiapa karena

kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka—luka, sedemikian

4 Pasal 359 KUHP.



rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan
atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling
lama enam bulan atau pidana kurungan paling tinggi empat ribu lima ratus

rupiah”.®

Pasal-pasal tersebut dapat dikenakan kepada pelaku malpraktik apabila
terdapat unsur kelalaian atau (negligence). Tenaga medis yang melakukan
tindak pidana malpraktik secara sengaja masuk kedalam kategori (dolus).
Sanksi pidana malpraktik juga diatur dalam Undang—-Undang Nomor 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan dan tidak mencabut Undang—Undang Nomor 36
Nomor Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan kesehatan lainnya selama
tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Ketentuan pidana malpraktik pada
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur pada Pasal
440 ayat (1) sebagaimana berbunyi: “Setiap Tenaga Medis atau Tenaga
Kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan Pasien luka berat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda
paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”. dan ayat
(2) berbunyi: “Jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling

banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.5

5 Pasal 360 ayat (2) KUHP.
& Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 ayat (1) dan (2).



Malapraktik medis menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal. Implementasi
ketentuan hukum pidana kesehatan sudah semestinya memberikan pelindungan

hukum kepada masyarakat dan sebagai wujud dari kepastian hukum.

Urgensi pembentukan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan dibentuk untuk meningkatkan kapasitas dan ketahanan kesehatan
dengan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan
secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) Undang-Undang secara
komprehensif. Implementasi dari wujud perlindungan hukum terhadap

malpraktik medis adalah dengan penegakan hukum yang baik.

Berdasarkan data pada tahun 2006 hingga 2012 kasus malpraktik medis
tercatat sebanyak 182.” Sedangkan menurut Ikatan Dokter Indonesia (1DI)
setiap tahunnya terdapat kurang lebih 210 kasus dugaan malapraktik.® Pada
tahun 2020 data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kasus

malpraktik tercatat sebanyak 370 dan mengalami peningkatan.®

Salah satu contoh kasus malpraktik medis di Gunungkidul Daerah Istimewa

Yogyakarta adalah kasus dugaan malpraktik persalinan ibu hamil yang

" Teresa Almarani Salindeho dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian
Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas
Sam Ratulangi Lex Privatum Vol. 12: 3. (2023), him 2.

8 Yusuf Daeng dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas
Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”,
INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Vol. 3: 6. (2023), him 1.

® Sherly. “Kemenkes Catat 370 Kasus Malapraktik Terjadu dalam Satu Tahun”.
https://banten.viva.co.id/berita/1153-kemenkes-catat-370-kasus-malapraktik-terjadi-dalam-satu-
tahun. akses 7 Februari 2025.



https://banten.viva.co.id/berita/1153-kemenkes-catat-370-kasus-malapraktik-terjadi-dalam-satu-tahun
https://banten.viva.co.id/berita/1153-kemenkes-catat-370-kasus-malapraktik-terjadi-dalam-satu-tahun

melahirkan dengan kondisi anaknya mengalami kecacatan pada lengan kiri, hal
tersebut terjadi lantaran Isna (ibu hamil) memiliki riwayat Diabetes Melitus
(DM)/gula darah 179 mg/dl dengan berat badan 89 kg dan meminta untuk
operasi secara caesar. Namun pihak teradu tetap yakin bahwa berdasarkan
pemeriksaan USG bayi di dalam kandungan memiliki berat badan 3,321 kg,
namun secara fakta bayi lahir dengan berat badan 4.800 gram dan tetap
melakukan persalinan secara normal. Pendapat ahli MPD Dokter Spesialis
Obstetri Ginekologi dalam vide putusan MKDKI menyatakan bahwa terdapat
kesalahan dari awal pemeriksaan yang mana kondisi bayi tidak sesuai dengan
diagnosa berat badan diawal, seharusnya pemeriksaan klinis dan USG sesuai,
sehingga pada proses persalinan apabila terjadi perlambatan harusnya obgyn

mengambil keputusan indikasi langsung SC.1°

Kelalaian medis biasanya bergantung pada bukti yang menunjukkan
bahwa tenaga medis tersebut memiliki kesalahan yang jelas dalam menjalankan
tugasnya. Proses hukum pidana akan melibatkan pemeriksaan oleh ahli medis
untuk menilai apakah tindakan tersebut memenuhi standar perawatan yang
wajar dan sudah sesuai dengan kode etik kedokteran. Alur surat rekomendasi
malpraktik oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia melibatkan
proses penyelidikan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan berdasarkan

bukti—bukti yang ada. Rekomendasi dari MKDKI menjadi rujukan penting

10 Sri Cahyani Putri. “Kecewa dengan Putusan MKDKI, Ibu Korban Dugaan Malpraktik
Persalinan Bayi Hingga Lumpuh Surati
Prabowo”.https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/296936-kecewa-dengan-putusan-
mkdki-ibu-korban-dugaan-malapraktik-persalinan-bayi-hingga-lumpuh-surati-prabowo?page=2.
akses tanggal 7 Februari.



https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/296936-kecewa-dengan-putusan-mkdki-ibu-korban-dugaan-malapraktik-persalinan-bayi-hingga-lumpuh-surati-prabowo?page=2
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untuk menentukan apakah tindakan medis tersebut masuk kedalam kategori
malpraktik medis, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan kepada tahapan

penyidikan dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Pengetahuan yang minim terkait hukum kesehatan menjadi kendala
utama pada setiap orang untuk melaporkan dugaan malpraktik medis. Pelaporan
tidak hanya serta-merta menuduh tanpa adanya bukti dari kelalaian atau
kesengajaan tindakan medis, perlu adanya pengetahuan sistematika pengaduan
dugaan malpraktik medis. Alur pengaduan dugaan malpraktik medis adalah
sebagai berikut: Pengaduan atau laporan malpraktik. Pendaftaran dan verifikasi
pengaduan. Penyelidikan awal. Pemeriksaan terhadap tenaga medis yang
terlibat. Sidang MKDKI. Keputusan sidang dan rekomendasi. Tindak lanjut.

Banding (jika ada banding). Pemantauan dan evaluasi.

Indikasi dugaan malpraktik medis, pelapor tidak langsung menuntut
pihak rumah sakit melainkan membuat surat pengaduan terlebih dahulu. Hal
tersebut sesuai dengan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Prakiek Kedokteran "Setiap orang yang mengetahui atau
kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam
menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada

Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia."!!

Sistematika alur pelaporan dugaan malpraktik juga dijelaskan pada Pasal

308 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,

11 pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.



menyatakan “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan
perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan
dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari
majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Kemudian pada ayat (3)
“Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis”. Selanjutnya pada
ayat (5) “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa
rekomendasi dapat atau tidak dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik
keprofesian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau
tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur

operasional”.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memiliki
kewenangan untuk memberikan sanksi kepada tenaga medis apabila melanggar
kode etik. Perspektif pidana menjelaskan jikalau dokter melakukan pelanggaran
etik yang menyebabkan pasien meninggal dunia sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 359 KUHP berbunyi "Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan
orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
penjara."?, hal ini bisa memenuhi unsur kelalaian (culpa) yang mengakibatkan
meninggal dunia dengan catatan dokter atau tenaga medis telat dalam

menangani pasien atau dokter secara tidak hati-hati dalam melakukan operasi,

12 pasal 359 KUHP.



memberikan obat, salah diagnosa, atau penanganan medis yang mengakibatkan

meninggal dunia terhadap pasien.

Kasus malapraktik di dalam dunia medis memberikan kesan
menakutkan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan
secara aman, sehingga adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Kesehatan atau dengan adanya regulasi-regulasi hukum yang mengatur
mengenai hukum kesehatan dapat memberikan pelindungan hukum yang
diterapkan di dunia kesehatan serta memberikan payung hukum terhadap

masyarakat dan juga tenaga medis.

Keselamatan pasien begitu penting bagi pihak yang memberikan
pelayanan dan fasilitas kesehatan. Urgensi tenaga medis atau tenaga kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan harus memperhatikan profesionalitas
dan standarisasi tindakan medis sehingga kasus dugaan malapraktik dapat
dicegah dan diperhatikan. Terdapat asas dalam hukum kesehatan yang
berbunyi: "Agroti Salus Lex Suprema" (keselamatan pasien adalah hukum yang

tertinggi).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ini
memberikan jaminan perlindungan dan pencegahan terhadap malapraktik yang
dilakukan oleh tenaga medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 440 ayat (1) dan
(2)'3. Dokter atau Tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib

berhati-hati agar tidak terjadi kasus malapraktik yang diakibatkan dari kelalaian

13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 Ayat (1) dan (2).
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(culpa), sehingga dapat merugikan keselamatan pasien dan juga mengancam

karir bagi profesi medis.

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan
mengkaji mengenai penegakan hukum pidana atas malpraktik di Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan melihat fenomena yang terjadi berdasarkan
regulasi hukum terbaru dan hukum yang diterapkan saat ini tentang kesehatan
serta penerapannya terhadap kepastian hukum dalam bidang medis dengan
judul: “Penegakan Hukum Pidana Atas Malpraktik Medis di Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2024”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, dalam tulisan ini penyusun akan

membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana sistematika penegakan hukum pidana atas malpraktik medis di
Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Bagaimana penegakan hukum pidana malpraktik medis di Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2024 sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penyusun

memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:
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a. Untuk mengetahui sistematika penegakan hukum pidana malpraktik
medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap malpraktik medis di
Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan hukum
yang berlaku.

2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih ilmu
pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan, khususnya di dalam kasus
malapraktik oleh tenaga medis.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat memberikan manfaat terhadap penelitian dimasa yang akan
datang terutama mahasiswa ilmu hukum.
2) Dapat memberikan pengetahuan mengenai penegakan hukum
pidana terhadap malpraktik medis di Daerah Istimewa Y ogyakarta.
3) Dapat memberikan kontribusi terhadap hukum kesehatan dalam
implementasi peraturan serta menjadi pedoman bagi tenaga medis
dalam menjalankan tugas profesinya.
4) Sebagai implementasi pencegahan dan perlindungan hukum

terhadap kasus malapraktik medis.

D. Tinjauan Pustaka
Berdasarkan penelusuran berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai

tulisan yang membahas secara khusus mengenai sistematika atau penegakan
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hukum pidana terhadap kasus malpraktik medis di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penegakan hukum pidana harus memberikan kepastian hukum
atau sanksi pidana yang diberikan kepada dokter atau tenaga kesehatan yang
melakukan malapraktik medis secara tepat. Beberapa penelitian yang dapat
ditemukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Yusuf Daeng, Nelda Ningsih, Fatma
Khairul, Sri Winarsih, Zulaida yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana
Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan" penelitian ini
berfokus pada pertanggungjawaban pidana rumah sakit yang semula seharusnya
dilihat dari kedudukan pimpinan korporasi rumah sakit sebagaimana memiliki
fungsi untuk menghentikan atau mencegah tindak pidana tersebut menjadi
dibebankan kepada tenaga medis yang terbukti melanggar malpraktik
sebagaimana Pasal 308 ayat (1) ayat (3), ayat (5), ayat (7) ayat (8) dan ayat (9).1*

Komparasi penelitian tersebut lebih fokus bersifat teoritis dan menggunakan
teori pertanggungjawaban pidana dan kelalaian dalam konteks hukum nasional
berdasarkan undang-undang kesehatan. Penulis lebih menekankan pada
implementasi hukum pidana malpraktik medis di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Keduanya memiliki persamaan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana
dan teori kelalaian, namun penulis cenderung memilliki pendekatan yang lebih

praktis dan terfokus pada wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1% yusuf Daeng dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis Di Atas
Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan."
Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3: 6. (2023), him. 8.
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Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada tenaga medis yang
terbukti melanggar malpraktik, namun dapat dikenai kepada pimpinan rumah
sakit jika memenuhi unsur-unsur pidana.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Zola Agustina dan Achmad Hariri yang
berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Diagnosa Oleh Dokter
Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan” penelitian ini
membahas mengenai karakteristik kelalaian terdiri dari beberapa unsur, yaitu
bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, akibat dari perbuatan
bisa dibayangkan, akibat dari perbuatan bisa dihindari, dengan memperhatikan
syarat-syarat kelalaian medis seperti: Duty to use due core, dereliction of that
duty (omission atau comission), damage, direct casual relationship.™

Komparasi pada penelitian tersebut mengenai pembahasan hukum lebih
menyoroti aspek pertanggungjawaban pidana secara langsung, termasuk syarat-
syarat kesalahan (mens rea) dalam kelalaian medis, serta akibat hukum yang
timbul dari kelalaian tersebut. Sedangkan pada penelitian penulis lebih
menekankan pada penegakan hukum, termasuk bagaimana hukum pidana
kesehatan diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor yang mempersulit
dalam penegakan hukum terhadap malpraktik medis, serta bagaimana
mekanisme peradilan dapat memperbaiki persoalan tersebut. Persamaan dengan
penelitian  tersebut terletak pada teori yang digunakan, vyaitu,

pertanggungjawaban pidana dan kelalaian.

15 Zola Agustina dan Achmad Hariri, “Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian
Diagnosa Oleh Dokter Hingga Mengakibatkan Kematian Anak Dalam Kandungan”, IBLAM Law
Review, hlm. 126.
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Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Albertus Drepane Soge yang berjudul
“Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan Pidana Dalam
Perspektif Hukum Kesehatan” penelitian ini membahas terdapat usulan
alternatif dalam reformasi penanganan malpraktik medis yaitu : Pertama,
penyelesaian secara internal profesi kesehatan dengan mediasi dan ganti rugi.
Kedua, Membuat peradilan khusus dalam menyelesaikan kasus malpraktik.
Ketiga, membuat sistem asuransi pertanggungjawaban medis dengan premi
yang terjangkau. Keempat, membuat lembaga seperti ACOs yang dapat
menanggung tanggungjawab medis dari seluruh anggotanya.*®

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Adani Zati Bayani yang berjudul
“Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktik Dokter Dalam
Perspektif Hukum Pidana Indonesia” membahas kriteria terjadinya malpraktik
adalah apabila dokter melakukan tindak pidana medis yang bertentangan
dengan hukum, tindakan dokter yang mengakibatkan kerugian bagi pasien baik
berupa luka, cacat, atau kematian, dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran
yang berlaku dikalangan profesi kedokteran, dalam memberikan pelayanan
yang tidak hati-hati dan tidak sesuai standar kedokteran.’

Komparasi pada penelitian tersebut penulis berfokus kepada analisis
Penegakan hukum terhadap kasus malpraktik di Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan melihat dari berbagai aspek peraturan, seperti: Undang-undang Nomor

16 Albertus Drepane Soge, “Tinjauan Penanganan Kasus Malpraktik Medis di Pengadilan
Pidana Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”. Jurnal Hukum Justitia Et Pax. Vol. 35: 1. (Juni 2019),
him. 98.

17 Adani Zati Bayani, Skripsi: “Analisis Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Malpraktik
Dokter Dalam Perspektif Pidana”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), him. 109.



15

29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan. Penulis secara detail membahas mengenai malpraktik
dengan melihat aspek pertanggungjawaban pidana dan kasus malpraktik medis

yang memasuki ranah pidana.

Kelima, Theresa Almarani Salindeho, Jeany Anita Kermite, Caecilia J.J
Waha, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Kelalaian
Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi” penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif membahas seorang dokter harus
mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif.
Tanggung jawab dokter sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 24 Tahun
2004 Tentang Praktik Kedokteran, kemudian terdapat kode etik Profesi Dokter

sebagai pengawasan dalam menjalankan tugasnya.'®

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Budi Handoyo yang berjudul
“Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan
Kesehatan Dalam Perpektif Hukum Pidana” Penelitian ini menggunakan
metode yuridis normatif membahas mengenai Malpraktik kedokteran hanya
terjadi pada pidana materil atau KUHP dan diatur didalam Pasal 360 ayat (1)

dan (2) KUHP, dan penegakan hukumnya sudah memberikan kepastian hukum

18 Theresa Almarani Salindeho dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas
Kelalaian Dalam Melaksanakan Tugas Yang Berkaitan Dengan Profesi”. Jurnal Fakultas Hukum
Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, Vol. 12: 3. (2023), him. 9.
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berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU No. 36 Tahun

2014 Tentang Tenaga Kesehatan.®

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Ade Suhandi, Muhyi Mohas, Fatkhul
Muin yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban
Malpraktik Medik” Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan
pendekatan perundang-undangan penelitian ini membahas berkaitan dengan
korban malpraktik hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap
korban dan atau keluarga korban. Terdapat dua model perlindungan hukum,
yaitu: model hak-hak procedural (the procedural right model) menekankan agar
korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana. Kemudian yang kedua
adalah model pelayanan (the service model) menekankan pada pemberian ganti
rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi-
kondisi  korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat

kejahatan.?°

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Dimas Cahyo Widhiantoro, Michael
Barama, Elko L. Mamesah yang berjudul “Aspek Hukum Malpraktik
Kedokteran Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia” Metode yang
digunakan adalah metode normatif. Penelitian ini membahas Malpraktik terbagi

menjadi tiga aspek hukum, yaitu: pertama, aspek perdata yang terjadi apabila

1% Budi Handoyo, “Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Malpraktik Dokter Pada Pelayanan
Kesehatan Dalam Perpektif Hukum Pidana”, A7-TASYRI" Jurnal IImiah Prodi Muamalah. Vol. 12:
1. (Juni 2020), him. 60.

2 Ade Suhendi dkk. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktik Medik”,
Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6: 2. (September 2022), him. 4758.
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terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhi isi perjanjian (wanprestasi)
di dalam terapeutik oleh tenaga medis. Kedua, aspek hukum pidana, malpraktik
bisa masuk ranah pidana apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: syarat dalam
perlakuan medis, syarat dalam sikap batin dokter, syarat mengenai hal akibat.
Ketiga, aspek hukum administrasi, malpraktik medis administrasi ini terjadi jika

tenaga kesehatan menjalankan praktik dokter tanpa lisensi atau izin.?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat komparasi atau
memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian
yang sudah dipaparkan sebelumnya yang seringkali menggunakan metode
yuridis normatif. Penulis menggunakan metode yang berbeda pada penelitian
ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis akan berfokus
pada das sein atau tinjauan secara lapangan dan dianalisis menggunakan teori-
teori yuridis. dari implementasi peraturan undang-undang kesehatan yang
terbaru atau regulasi yang berlaku sebelumnya terhadap bidang kesehatan, serta
sistematika penegakan hukum dan kepastian hukumnya terhadap kasus

malpraktik oleh tenaga medis.

E. Kerangka Teori
Kerangka teoritik dalam penelitian hukum merupakan hal yang sangat penting
digunakan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum supaya

sampai kepada landasan filosofis yang tertinggi. Seiring hal tersebut, penyusun

2L Dimas Cahyo Widhiantoro dkk. “Aspek Hukum Malpraktik Kedokteran Dalam
Perundang-Undangan Di Indonesia”. Lex Privatum Vol. 9: 9. (Agustus 2021), him. 103.
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akan menyampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam

menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian ini.

1.

Teori Kelalaian (Culpa)

Dalam perpsektif hukum pidana (culpa) merupakan kelalaian, kurang hati-
hati, kesalahan, atau kealpaan. Menurut Van Hamel Kelalaian (culpa)
terbagi menjadi dua jenis, yaitu: Tindakan yang dilakukan oleh seseorang
tidak melihat kedepan. Kurangnya kehati-hatian dalam melakukan
tindakannya.??

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kelalaian (culpa) adalah
“Kesalahan pada umumnya” dalam pelaksanaanya karena faktor kurang
berhati—hati sehingga menimbulkan kejadian yang dapat merugikan orang
lain. Teori ini menyatakan bahwa sumber dari kelalaian medis merupakan
kelalaian (negligence). Sedangkan Satochid Kartanegara berpendapat untuk
menentukan apakah seseorang ‘“hati-hati”, yaitu dengan menentukan orang
yang digolongkan sebagai pelaku dalam menentukan perbuatan yang sama,
melakukan tindakan yang berbeda, sehingga ukuran yang digunakan adalah
pikiran dan kekuatan dari orang lain.?® Selanjutnya, menurut Molejatno

kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-

him. 26.

22 Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), him. 123.
23 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
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penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan
penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.?
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip-prinsip yang
digunakan untuk menentukan kapan seseorang dapat dianggap bertanggung
jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang dapat
dikatakan dapat bisa bertanggung jawab terhadap pidana yang dilakukannya
apabila memenuhi unsur perbuatan fisik yang melanggar hukum (actus
reus) dan niat atau kesalahan (mens rea). Teori pertanggungjawaban pidana
merupakan teori dari pengembangan hukum pidana, dipelopori dan
diterapkan oleh Soedarto.

Seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya
apabila tindakan tersebut tidak adanya alasan pembenar unsur-unsur dalam
pertanggungjawaban pidana yaitu: Mampu bertanggung jawab, kesalahan,
tidak ada alasan pemaaf. Teori pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi
3 (tiga) jenis, yaitu:?®

a. Teori Mutlak

Teori mutlak merupakan teori yang berlandaskan pada filosofi

bahwa kejahatan itu seharusnya dipidana. Pembalasan terhadap

kejahatan hanya akan menimbulkan penderitaan, maka dapat

2 \Wulan Kusumastuti dkk, Etika dan Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Dalam
Upaya Kesehatan, (Semarang: FKM Press Universitas Diponegoro Semarang, 2021), him. 16.

% Andi Sofyan, Malpraktik Medis. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2015), him. 18.
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dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan yang jahat itu tidak dapat

dihargai.

. Teori Relatif

Tujuan pemidanaan bukan untuk memberikan pembalasan, tetapi
untuk: Prevensi umum, bahwa pemerintah memiliki kewenangan
untuk menjatuhkan pidana guna mencegah rakyat melakukan
tindakan pidana. Prevensi khusus, pelaku tindak pidana tidak dapat
mengulangi kesalahan yang sama atau melakuan tindak pidana lain,
karena tindakannya dapat memberikan penderitaan. Sehingga,
pidana memiliki fungsi mendidik dan memperbaiki. Fungsi
perlindungan, pelaku pidana diberikan sanksi pidana, sehingga
masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukannya.

Teori Gabungan (mixed theory):

Teori ini dikembangkan oleh Pellegrino Rossi (1787-1848),
Menggunakan pemidanaan sebagai pembalasan dan sebagai
pencegahan), memiliki tujuan sebagai prevensi umum, sehingga
calon penjahat merasa takut. Seseorang dapat
dipertanggungjawabkan  secara pidana jika perbuatannya
mengandung kesalahan niat jahat atau kelalaian (mens rea) dan juga
perbuatan yang melanggar hukum (actus reus). perlu adanya dua
unsur tadi untuk menentukan seseorang dalam bertanggungjawab
secara pidana, sehingga seseorang tidak dipandang hanya

berdasarkan perbuatannya atau berdasarkan kesalahannya semata.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris
(emprical legal research) dengan cara penelitian lapangan (field research).
Penelitian empiris juga sangat penting untuk mengetahui bahwasanya tidak
berhenti di normatif saja melainkan melihat bagaimana pelaksanaanya di
dalam masyarakat. Demikian adalah hukum yang hidup (the living law).?
Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang
beralamatkan di Jl. Ring Road Utara, Sanggarahan, Condongcatur, Kec.
Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283. Alasan
memilih lokasi ini karena Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
memiliki data terkait kasus malpraktik medis.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, orang, atau tempat di mana variabel
penelitian yang dipermasalahkan. Subjek dalam penelitian ini adalah
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian adalah apa yang
menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah
mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap kasus malpraktik

medis.

54,

% Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), him.
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4. Sifat Penelitian
Pada penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif-analitik.
Sifat penelitian ini untuk mengetahui fakta—fakta yang terjadi di lapangan
kemudian dianalisis berdasarkan teori dan keilmuan terkait untuk
menemukan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam
penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris
merupakan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis peraturan
perundang-undangan dengan sistematika penegakan hukum, kemudian
dianalisis dengan melihat fakta dilapangan berdasarkan teori terkait.?’
5. Sumber Data
a. Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai sumber data
utama yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data primer bisa
didapatkan melalui narasumber atau informan yang berkaitan dengan
penelitian dengan cara wawancara dan observasi.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data kepustakaan atau lebih yang dikenal dengan
bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan segala bentuk aturan hukum yang
dibentuk dan atau dibuat oleh lembaga negara secara resmi, terdiri

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan

2" 1bid, him. 88.
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dokumen resmi negara. Adapun penulis menggunakan sumber
hukum untuk penelitian yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai
pembanding peraturan yang baru, Undang-undang Nomor 29 Tahun
2004 Tentang Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI), serta peraturan perundang-undangan yang lain yang
bisa dijadikan rujukan dalam penelitian.

2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan informasi segala bentuk hukum
yang pernah berlaku dan relevan dengan semua permasalahan
hukum. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku—buku, jurnal,
penelitian—penelitian, pendapat para ahli hukum atau doktrin, dan
ensiklopedia hukum.

3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier bisa berupa buku—buku atau bahan non-buku
lain seperti data sensus dan kamus bahasa yang dapat memberikan
manfaat dalam proses analisis.

6. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data yang biasa digunakan dalam

tipologi penelitian hukum empiris. Wawancara merupakan data yang
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bersifat primer melalui pertemuan antara dua orang untuk bertukar
informasi guna mendapatkan data baik lisan maupun tulisan. Tipe
wawancara yang digunakan adalah wawancara terdalam atau in depth
interview.?®

b. Observasi
Observasi merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan
melihat secara panca indra untuk mengetahui asumsi teoritis dengan
realitas. Observasi merupakan teknik yang penting dalam pengumpulan
data.?®

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan upaya mengumpulkan bukti semua dokumen
yang berhubungan dengan hal yang diteliti oleh peneliti, dokumen
berupa tulisan atau gambar dalam bentuk laporan yang dapat
mendukung penelitian.

d. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan studi pustaka dan
studi dokumen untuk mendapatkan data-data yang dapat mendukung
proses penelitian.

7. Analisis Data
Proses yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan

metode Kkualitatif. Data—data akan dikumpulkan dengan cara indept

147.

28 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), him.

29 1bid, him. 148.



25

interview secara terstruktur dan studi dokumen. Kemudian data tersebut

diolah secara kualitatif dan dikaji secara deskriptif.3

G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun akan membagi penelitian menjadi
5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab,
yaitu: latar belakang; rumusan masalah; tujuan dan kegunaan; kajian pustaka;
kerangka teoritik; metode penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, merupakan tinjauan umum tentang hukum kesehatan.
malpraktik medis, dan pertanggungjawaban pidana medis.

Bab Ketiga, merupakan penegakan hukum malpraktik medis di Kepolisian
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab Keempat, merupakan hasil dan analisis, berisi analisis penegakan
hukum malpraktik medis di Daerah Istimewa Y ogyakarta.

Bab Kelima, merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran.

%0 1bid, him. 132.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap malpraktik medis memiliki alur vyaitu;
Pelaporan oleh pasien kepada MKDKI, melalui Sidang MKDKI dengan
mempertimbangkan kesesuaian Dokter dengan (SPO) dalam menjalankan
praktik dan Dokter dikatakan malpraktik apabila (gross negligence).
Putusan sidang MKDKI berupa: Rekomendasi pencabutan Surat Tanda
Registrasi; Surat 1zin Praktik; dan/atau kewajiban mengikuti Pendidikan.
Surat Rekomendasi menjadi dasar Kepolisian dalam menangani perkara
malpraktik medis. Penanganan Perkara oleh Ditreskrimsus berkoordinasi
dengan pihak Ikatan Dokter Indonesia Wilayah DIY, Rumah Sakit, Pasien,
serta ahli medis untuk dimintai pendapat mengenai kompleksnya penyakit
yang diderita pasien untuk menemukan bukti konkret.

2. Sistematika penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Ikatan Dokter Wilayah DIY berjalan sesuai fungsi dan
kewenangannya. Proses hukum atas malpraktik medis di DIY berdasarkan
UU Kesehatan diatur secara rinci dan jelas, namun secara das sein belum
memberikan solusi terbaik bagi pasien mengacu pada proses penyelesaian
hukum yang berlarut-larut. Pembuktian terhadap tindak pidana malpraktik
medis merupakan perkara yang sulit dan kompleks, ketidaksesuaian bukan
terletak pada mekanisme penegakannya, melainkan pada implementasi

yang belum efektif.

168
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B. Saran

1. Kepada lkatan Dokter Indonesia perlu adanya sosialisasi secara masif
terkait malpraktik medis kepada masyarakat, agar masyarakat dapat
mengetahui jenis dari malpraktik medis secara kelalaian dan kesengajaan,
serta sistematika pelaporan terkait adanya dugaan malpraktik medis
kepada MKDKI. Hal ini merupakan cara penghargaan terhadap hukum
tertentu (pervasion) guna memberi pengetahuan dan pemahaman kepada
masyarakat. Selanjutnya perlu adanya peningkatan terkait pengawasan
kepada dokter-dokter atau tenaga medis dalam menjalankan praktiknya,
sehingga masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan merasa
terjamin dan tidak khawatir terkait keselamatannya.

2. Kepada Pihak Kepolisian perlu adanya peningkatan pemahaman lebih
dalam terkait Hukum Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, serta
regulasi yang mengatur mengenai malpraktik medis, sehingga dalam
menjalankan fungsi dan perannya dalam penanganan perkara dapat sesuai
dengan keterampilan dari adanya peningkatan tersebut, hal ini mengacu
dari kompleksitas penegakan hukum terhadap kasus malpraktik medis.

3. Kepada masyarakat memiliki peran untuk mengawasi bahwa dalam
mendapatkan pelayanan kesehatan apakah sudah sesuai dengan standar
yang berlaku, jika adanya dugaan malpraktik medis yang terjadi pada
Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya diharap dapat melaporkan
kepada MKDKI dan Kepolisian, namun sebelum melaporkan harus

mengetahui terlebih dahulu apakah tindakan medis tersebut sudah sesuai
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dengan standar prosedur ataukah belum, sehingga tidak menimbulkan
kesalahpahaman. Selanjutnya, masyarakat perlu mempelajari lebih dalam
terkait bagaiamana sistematika pelaporan dari adanya dugaan malpraktik
medis, serta hak, fungsi, dan kewenangan dari MKDKI dan pihak
Kepolisian dalam menjalankan fungsinya terhadap penanganan perkara

kasus malpraktik medis.
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